SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 10 TAHUN2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat(3)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem
Perencanaan Pembangunan Nasional danuntuk
memberikan arah dan tujuan pembangunandaerah
sesuai dengan visi-misi Bupati, ditetapkanPeraturan
Daerah Kabupaten Majene Nomor 13Tahun2016 tentang
Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten MajeneTahun 2016-2021;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat
(5)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentangPemerintahan = Daerah  sebagaimana  telah
diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan
hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Majenetentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten MajeneTahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di
Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republiklndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

Menetapkan :

dan
BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 13)
diubah sebagai berikut :

Ketentuan angka 5 dan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJP
Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
tahun 2005 sampai tahun 2025.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2014 - 2019 yang selanjutnya disebut RPJM
Nasional adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun
2019.



10.

11.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025 yang
selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Sulawesi Barat
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 20 (dua puluh)
tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun
2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 yang
selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi
Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
tahun 2017 sampai tahun 2022.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten  Majene Tahun  2016-2021 yang
selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Majene
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana strategis OPD yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan
OPD untuk periode 6 (enam) tahun

Rencana  kerja  pembangunan daerah  yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan
daerah.

Rencana kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja
OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk
periode 1 (satu) tahun.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2016-2021 disusun
berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Hubungan Antar Dokumen
1.4 Sistematika Penulisan

1.5 Maksud dan Tujuan

BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyrakat
2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB Il GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu



3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
3.1.2. Neraca Daerah

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa
Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
3.2.2. Analisis Pembiayaan

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan
4.2. Isu Strategis

BAB V  VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi
5.2. Misi
5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANDAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi Pembangunan
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan
6.3. Program pembangunan Daerah
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH

BAB IX PENUTUP

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

Isi dan Uraian RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2016-
2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

RPJMD Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor
8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 —
2022, serta Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2014 - 2019.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 13 September 2019
BUPATI MAJENE,
CAP/TTD
H. FAHMI MASSIARA
Diundangkan di Majene
Pada tanggal 13 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,
CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

L ]

Pangkat : Pembina
NIP : 19771015 200502 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI
BARAT : 29






PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 13
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016 - 2021

I. UMUM

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)Kabupaten Majene Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan
Peraturan DaerahKabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2016 tentang
(RPJMD) Kabupaten Majene Tahun2016-2021 yang merupakan penjabaran
dari visi, misi dan program Bupatidan Wakil Bupati yang penyusunannya
berpedoman pada RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Majene Tahun 2005-2025 serta dengan memerhatikan dokumen
perencanaan lainnya di tingkatProvinsi dan Nasional maupun dokumen
perencanaan strategis lainnya ditingkat Kabupaten Majene. Selain visi dan
misi, RPJMD Tahun 2016-2021memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan dan program-programbeserta pagu indikatifnya yang disusun
dalam rangka pencapaian visi dan misiBupati dan Wakil Bupatu. RPJMD
selanjutnya digunakan sebagai pedomanpenetapan Renstra-PD dan
penyusunan RKPD serta digunakan  sebagaiinstrumen  evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah menyatakan bahwa
RPJMD dapat diubah apabilaberdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
tidak sesuai denganperkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap
kebijakan yang ditetapkanoleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam pasal 342
Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, PengendalianDan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja PemerintahDaerah diatur tentang
perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila:
a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
rencanapembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86

Tahun2017;



b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi
yangdirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor86 Tahun 2017; dan

c. Terjadi perubahan yang mendasar;

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Perda Kabupaten
Majene Nomor 13 tahun 2106 tentang RPJMD Kabupaten Majene tahun
2016- 2021, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD 2016-2021 menunjukkan hal-
hal sebagai berikut:

1. Perumusan terhadap kebijakan RPJMD
Substansi dokumen RPJMD belum memuat Indikator Tujuan,
sehingga belum terbangun arsitektur kinerja yang jelas.

2. Pelaksanaan RPJMD
a) Terdapat ketidaksesuaian antara pagu indikatif program RPJMD

dengan pagu indikatif program Renstra PD;

b) Penyusunan RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2016-2021 belum
berdasarkan Perbup Nomor 44 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene. Sehingga ada
beberapa Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru
terbentuk belum sepenuhnya terakomodir dalam dokumen
RPJMD;

3. Evaluasi hasil RPJMD
Terdapat Target sasaran yang dirumuskan terlalu rendah, hal ini
dilihat dari target pembangunan pada akhir periode RPJMD (tahun
2021) sudah tercapai dan/atau melampaui target.

b. Terkait akuntabilitas kinerja daerah, penyusunan RPJMD harus
mengakomodir Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga perlu
dilakukan:

1. Melakukan Refocusing kinerja pada Tujuan, Indikator Tujuan,
Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran untuk membangun
Kabupaten Majene sesuai Prioritas Pembangunan sehingga terbentuk
hanya Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan Tujuan dan

sasaran Kinerja



2. Melakukan Cross Cutting Program dan Kegiatan sesuai dengan
Tujuan dan sasaran strategis sehingga terwujud efisiensi dalam
penggunaan anggaran

c. Penetapan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Struktur

Organisasi Perangkat Daerahmengharuskan Pemerintah Kabupaten

Majene untuk merevisi RPJMD sesuai struktur kelembagaan baru

tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka RPJMD
Kabupaten Majene Tahun 2016-2021 perlu diubah dengan Peraturan
Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan
Renstra-PD. Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam
RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten

Majene untuk tahun 2020s/d 2021.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
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